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Kata kunci: Analisis, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Produk, Label 

Halal. 

 

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk melindungi konsumen, dalam hal ini pemerintah membuat 

suatu Undang-Undang yang kemudian disebut dengan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK telah diatur tentang hak-hak 

konsumen yang kemudian menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. Konsumen 

berhak atas informasi yang benar dan jujur dari pelaku usaha dan juga makanan 

yang bermutu dan mempunyai nilai gizi serta halal bagi konsumen muslim. 

Karena dalam Islam dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan 

juga halal. Untuk mengetahui makanan yang baik dan juga halal dari suatu produk 

tentu dibutuhkan suatu informasi. Informasi tersebut oleh pihak pelaku usaha 

dimuat ke dalam bentuk label pada kemasan suatu produk dan juga label halal 

untuk produk yang halal. Untuk memuat label halal pada kemasan produk harus 

mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh pihak LPPOM. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengelolaan perusahaan Nozy Juice ditinjau dari 

UUPK terhadap produk berlabel halal dan perusahaan Nozy Juice mendapatkan 

label halal yang terakreditasi dari pemerintah. Untuk menjawab permasalahan 

penulis melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari wawancara dan 

dokumentasi yang diperoleh langsung dari Perusahaan Nozy Juice, pendekatan 

yang digunakan kualitatif yaitu dengan mengahasilkan data-data yang diperlukan 

untuk penelitian baik data primer dan sekunder dan penelitian ini berjenis 

deskriptif analisis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan perusahaan 

Nozy Juice telah memenuhi standard menurut undang-undang perlindungan 

konsumen dan hukum Islam serta sesuai dengan ketentuan produk berlabel halal, 

baik pengelolaan dalam tahap produksi, pengemasan, distribusi dan penjualan, 

untuk memperoleh label halal yang terakreditasi dari pemerintah pihak 

Perushaaan Nozy Juice mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh LPPOM 

MPU Aceh, mulai dari tahapan pengajuan permohonan sertifikat halal sampai 

kemudian dikeluarkannya sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh dan telah 

memenuhi syarat-syarat administrasi serta syarat teknis industri pengolahan. 
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilamban

gkan 

 

 ṭ ط 16

t dengan titik 

di bawahnya 

 b ب 2
 

 ẓ ظ 17
z dengan titik 

di bawahnya 

  ‘ ع t  18 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
 g غ 19

 

  f ف j  20 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
 q ق 21

 

  k ك kh  22 خ 7

  l ل d  23 د 8

 ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 m م 24

 

  n ن r  25 ر 10

  w و z  26 ز 11

  h ه s  27 س 12

  ’ ء sy  28 ش 13

 ṣ ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
 y ي 29

 

 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 
   

 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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       Tanda        Nama       Huruf Latin 

  َ            Fatḥah a 

  َ        Kasrah i 

  َ       Dhammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

             Tanda dan 

           Huruf 
         Nama 

      Gabungan 

      Huruf 

ي َ        
           Fatḥah dan 

ya 
ai 

و َ    
            Fatḥah dan 

wau       
au 

 

Contoh: 

 haula : هول    kaifa :  كيف

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

               Harkat dan 

            Huruf 
       Nama 

 Huruf dan 

tanda 

ا/يَ        
      Fatḥah dan alif 

atau ya 
ā 

يَ          Kasrah dan ya ī 

يَ    
         Dammah dan 

waw 
ū 

 

Contoh: 

 qāla : قال
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 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yaqūlu : يقول

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

الاطفال روضة   : rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl 

۟ المنورة المدينة  : al-Madīnah al-Munawwarah/ 

       al-Madīnatul Munawwarah 

 Talḥah :   طلحة

 

 Catatan: 

 Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada era sekarang ini semua jadi serba praktis. Semua makanan dan 

minuman sudah ada dalam bentuk kemasan atau siap saji. Kemasan dibuat 

sedemikian rupa sehingga menarik  minat konsumen baik untuk membeli dan 

mengkonsumsinya. Indonesia dengan jumlah penduduknya 237.641.326 jiwa 

(hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010),1 yang merupakan pasar konsumen 

yang lumayan besar di dunia. Dengan jumlah tersebut membuat berbagai macam 

produk membanjiri pasar dari segala lini, baik itu produk dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri. Ketertarikan masyarakat dalam mengkonsumsi dan 

membeli produk dalam bentuk kemasan adalah di samping praktis juga adanya 

informasi tentang produk tersebut yang tertera pada setiap kemasannya, yang 

biasa kita sebut dengan label. 

Label berfungsi sebagai penyampai informasi tentang nama suatu produk, 

bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, kegunaan, berat bersih, nilai, serta 

keterangan halal apabila produk tersebut sudah mendapat izin dari MUI dan 

Derektorat Pengawasan Obat dan Makanan. Pencantuman tentang “halal” diatur 

oleh keputusan bersama menteri kesehatan dan menteri agama No. 

427/MENKES/SKB/VIII/1985, disamping itu juga ada peraturan tentang label 

                                                           
1 Badan Pusat Statistik Tentang Sensus Penduduk, (http://sp2010.bps.go.id/), diakses 15 

Maret 2016. 

http://sp2010.bps.go.id/
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yang dikeluarkan oleh Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan 

Makanan (Departemen Kesehatan Republik Indonesia), mewajibkan para 

produsen produk makanan untuk mencantumkan label tambahan yang memuat 

informasi tentang kandungan (ingredient) dari produk makanan tersebut.2 

Peraturan Pemerintah lain yang mendukung, seperti keputusan menteri kesehatan 

Republk Indonesia No. 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan 

“Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan keputusan menteri kesehatan 

RI No. 924/MENKES/SK/VIII/1996. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 

Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/SKB/VIII/1985 Tentang 

Pengaturan Tulisan “Halal” pada Label Makanan, dalam Pasal 4 SKB tersebut 

soal “halal-haram” produk ditangani tim penilaian pendaftaran makanan pada 

DEPKES RI, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan.  

Dalam penjelasan Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa keterangan 

halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang 

manyoritas memeluk agama Islam. Label tidak boleh diberi keterangan yang dapat 

menyesatkan pembeli, baik mengenai isi maupun jumlah kandungannya. Tanda 

atau label yang tidak benar karena atau dipalsukan digolongkan menyesatkan. 

Label harus jelas dan menyolok, informasi harus dalam bahasa Nasional 

Indonesia, isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh konsumen pada produk 

suatu makanan dan minuman dalam kemasan.3 Dengan kata lain suatu produk 

                                                           
2 Anton Apriyantono dan Nurbowo. Panduan Belanja dan Konsumsi Halal. (Jakarta: 

Khairul Bayan, 2003), hlm. 30. 

 
3  Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. 
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makanan dan minuman tidak boleh dijual dengan nama yang tidak sesuai dengan 

kandungan isi makanan dan minuman tersebut. 

Indonesia sekarang ini penduduknya yang manyoritas Islam, tentunya 

sangat berkepentingan untuk mengetahui halal atau tidaknya produk yang dibeli 

dan akan dikonsumsinya. Produk halal itu adalah produk yang memenuhi syarat 

kehalalan sesuai dengan syari’at Islam yaitu bahan-bahannya tidak mengandung 

babi atau berasal dari babi, semua bahan yang digunakan pada produk berasal dari 

hewan halal yang disembelih dengan syari’at Islam, produk tidak mengandung 

bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, 

darah, dan kotoran-kotoran, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, 

pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak digunakan untuk babi, 

semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.4 

Disinilah alasan dibentuknya LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan 

Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) yang didirikan atas 

keputusan nomor 018/MUI/1989, pada Tanggal 6 januari 1989, bertugas untuk 

meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk pangan 

dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari 

sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yaitu halal dan baik untuk dikonsumsi 

bagi umat Islam khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan 

rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. Dalam 

proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama 

dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian 

                                                           
4 Anton Apriyantono dan Nurbowo. Panduan Belanja dan Konsumsi Halal. (Jakarta: 

Khairul Bayan, 2003), hlm 27-28. 
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Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian 

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di 

Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah 

Dr. Hamka, Universitas Djuanda, Univeristas Wahid Hasyim Semarang, serta 

Universitas Muslimin Indonesia Makasar.5 

Sertifikasi dan lebelisasi halal sangatlah penting untuk menentramkan 

umat Islam Indonesia khususnya dalam memilih makanan dan minuman, karena 

dengan demikian umat muslim dapat dengan mudah untuk memilih dan 

mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh 

dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Labelisasi halal yang secara 

prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk yang 

berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal dan bahan-bahan yang 

dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah 

sehingga produk tersebut boleh untuk dikonsumsi.6 

Namun sertifikasi dan labelisasi halal belum bisa sepenuhnya menjamin 

keselamatan dan membuat konsumen merasa tenang, karena bisa saja para 

produsen membuat kecurangan dengan memalsukan hal tersebut demi membuat 

konsumen tertarik akan produknya. Apapun bisa dilakukan oleh produsen dengan 

tujuan meraih keuntungan dari produknya. Oleh karena hal ini, maka ikut campur 

                                                           
5  Majelis Ulama Indonesia tentang LPPOM MUI, (http://www.halalmui.org), diakses 10 

Maret 2016. 

 
6 Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal (Jakarta: 

2003), hlm.277. 

 

http://www.halalmui.org),/
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pemerintah tidak hanya terbatas pada pendirian LPPOM MUI tapi juga membuat 

sebuah hukum yang pasti untuk benar-benar melindungi konsumen di Indonesia 

khususnya konsumen Muslim. Karena seperti kita ketahui sekarang ini banyak 

sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dikakukan oleh pelaku 

usaha, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, kualitas 

produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, persaingan curang, pemalsuan, 

penipuan, periklanan yang menyesatkan dan sebagainya. Hal tersebut tidak hanya 

merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara 

finansial.7 

Patut disyukuri kini di Indonesia telah memiliki undang-undang yang yang 

mengatur tentang perlindungan konsumen. Yaitu dikeluarkannya Undang-Undang 

No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini disahkan 

BJ Habibie Presiden peralihan pada saat itu.8 Dalam Undang-Undang tersebut, 

disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa. Undang-Undang ini 

menunjukkan bahwa konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan 

mayoritas konsumen di Indonesia, berhak mendapatkan barang dan jasa yang 

nyaman dikonsumsi olehnya, salah satu pengertian nyaman bagi konsumen 

muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama 

Islam yaitu halal, selanjutnya dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa 

                                                           
7 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan 

Perkembangan Pemikiran), (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm.57. 

 
8 Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), hlm. 13. 
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konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan / atau jasa. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa 

keterangan yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau telah teruji telebih 

dahulu. Dengan demikian perusahaan tidak dapat dan serta merta mengklaim 

produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang ditentukan. Bagi 

pengusaha yang ingin mendapatkan ijin melakukan labeling halal atas produknya, 

sekarang ini pemerintah membuat suatu mekanisme tertentu.9  

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

sertifikasi dan labelisasi halal tersebut dipandang sebagai angin segar bagi umat 

Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang 

beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam 

untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal. Namun dalam praktek, 

pengusaha bisa jadi hanya menempelkan label halal pada produknya, tanpa ada 

pemeriksaan dan pengujian, sehingga sangat memungkinkan bila ternyata isi 

produk tersebut tidak sesuai dengan labelnya. 

Di Indonesia sekarang ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang 

bergerak di bidang produksi makanan dan minuman siap saji, yang mana hampir 

semua perusahaan tersebut memproduksi makanan atau minuman yang 

diperuntukkan untuk bisa dikonsumsi oleh semua konsumen baik Islam ataupun 

agama lain. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut ada yang memproduksi 

minuman yaitu jus siap saji (jus dalam bentuk kemasan, bisa langsung diminum 

dan juga mempunyai informasi tentang produk tersebut yang penulis sebutkan 

                                                           
9 Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 
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dengan label) tentu akan sangat menarik minat konsumen yang menginginkan 

minuman praktis dan di samping itu juga ada informasi mengenai produk itu 

sendiri. Diantara konsumen yang mengkonsumsinya tidak sedikit diantaranya 

adalah konsumen muslim, karena pada dasarnya di Indonesia manyoritas 

penduduknya adalah Islam, jadi apabila terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh 

perusahaan tersebut maka konsumen muslim khususnya sangat dirugikan baik 

secara kesehatan dan bahkan secara finansial. Oleh karena itu kepastian hukum 

dari pemerintah dalam melindungi konsumen sangat diperlukan guna untuk 

membuat konsumen yang ada di Indonesia merasa aman tentram dalam membeli 

dan mengkonsumsi suatu produk kemasan yang mana produk tersebut salah 

satunya adalah minuman siap saji. 

Dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu Aceh yang merupakan salah 

satu provinsi yang ada di Indonesia dan berada di paling ujung pulau sumatera 

yang berada setelah provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk Provinsi Aceh 

sebanyak 4.494.410 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di 

daerah perkotaan sebanyak 1.263.805 jiwa (28,12 persen) dan di daerah perdesaan 

sebanyak 3.230.605 jiwa (71,88 persen).10 

Di Aceh ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang produksi 

makanan dan minuman siap saji yang salah satunya ada di wilayah Lambaro Skep 

Banda Aceh, tepatnya di jalan Mujahidin lorong beringin No. 15  yang bernama 

Perusahaan Nozy Juice. Perusahaan tersebut tidak terlalu besar namun 

pendistribusiannya hampir diseluruh wilayah Aceh dan pada kemasan barang 

                                                           
10  Badan Pusat Statistik Tentang Sensus Penduduk, (http://sp2010.bps.go.id), diakses 15 

Maret 2016. 

http://sp2010.bps.go.id),/
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yang produksinya telah ada informasi terkait dengan produk tersebut dan juga ada 

informasi terkait produk tersebut bisa untuk dikonsumsi serta informasi yang 

terkait dengan kehalalan produk tersebut yang dikatakan dengan Label Halal, 

yang pada kemasannya tertulis dalam bentuk label halal yang dikeluarkan oleh 

LPPOM. 

Penerbitan label halal terhadap produk yang ada di Aceh dilakukan oleh 

pihak Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 

Persyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah 

lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal 

menurut tuntunan syari’ah. 

Dari survey yang dilakukan oleh penulis ke tempat pendistribusiannya 

yaitu swalayan-swalayan dan tempat-tempat makan seperti ayam lepas, semua 

produk yang di distribusikan oleh pihak Perusahaan Nozy Juice memang memiliki 

label terkait informasi tentang produk tersebut dan informasi terkait bisa untuk 

dikonsumsi terlepas dari halal atau tidaknya produk tersebut dan informasi tentang 

kehalalan produk tersebut yaitu label halal, dalam artian bisa dikonsumsi oleh 

umat Islam khususnya karena produk tersebut halal dalam ajaran Syariat Islam. 

Namun di samping itu, tidak menutup kemungkinan kemasan yang 

berlabel halal bisa saja hanya rekayasa untuk menarik minat konsumen dan 

pengelolaannya bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang dan hukum Islam, maka dari itu diperlukan penelitian 

yang lebih lanjut guna memperoleh informasi yang akurat dan pasti, demi 

kenyamanan dan menghilangkan keragu-raguan yang ada dibenak konsumen. 
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Karena apabila Perusahaan Nozy Juice melakukan pelanggaran tidak sedikit dari 

rakyat Aceh yang dirugikan, baik kerugian dalam bentuk kesehatan dan kerugian 

dalam bentuk finansial. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

mengkaji serta menuangkan penulisan tersebut dalam skripsi yang berjudul 

“Analisis Undang – Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk 

Berlabel Halal (Studi pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda 

Aceh)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

merumuskan masalah sebagai fokus utama penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan usaha pada Perusahaan Nozy Juice ditinjau dari 

UUPK terhadap produk berlabel halal ? 

2. Bagaimana Perusahaan Nozy Juice mendapatkan label halal yang 

terakreditasi dari pemerintah ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :. 

1. Mengetahui pengelolaan usaha pada Perusahaan Nozy Juice 

ditinjau dari UUPK terhadap produk berlabel halal. 

2. Mengetahui Perusahaan Nozy Juice sudah mendapatkan label halal 

yang terakreditasi dari pemerintah.  
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1.4. Penjelasan Istilah 

Untuk mengantisipasi agar tidak kekeliruan dalam memahami skripsi 

ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah di bawah ini :  

1. Halal 

2. Label 

3. Konsumen 

1. Halal 

Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk 

digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. . Istilah ini dalam kosakata 

sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan 

minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis 

makanan dan cara memperolehnya. 

 Dalam buku Ensiklopedi Islam Indonesia disebutkan bahwa halal 

artinya tidak dilarang, dan diizinkan melakukan atau memanfaatkan. Halal itu 

dapat diketahui apabila ada suatu dalil yang menghalalkannya secara tegas 

dalam al-Qurān dan apabila tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya 

atau melarangnya.11 

2. Label 

Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, 

kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, 

                                                           
11 Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: 

Djambatan, 2002), hlm. 346. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan 

pangan.12 

3. Konsumen 

Dalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, Direktorat Perlindungan Konsumen Republik 

Indonesia disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.13 

1.5. Kajian Pustaka 

Sejauh yang penulis ketahui ada beberapa karya ilmiah dan buku-buku 

yang berkaitan dengan kajian yang penulis lakukan, untuk kejelasannya maka 

penulis akan memaparkan beberapa kajian yang berhubungan. 

Kajian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Darmawan Febri Padmono 

tahun 2014, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang 

berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu 

Makanan Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Ditinjau dari Undang-Undang No 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Kajian ini membahas tentang 

bentuk perlindungan hukum kepada konsumen atas penjaminan mutu makanan 

                                                           
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Bab I, 

Pasal I. 

 
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Bab I, Pasal I. 

 

http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=konsumen#Hak
http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=konsumen#Hak
https://id.wikipedia.org/wiki/Barang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
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yang dilakukan oleh BBPOM DIY terhadap produk makanan yang beredar di 

pasaran dan peninjauannya dari UUPK.14 

Kajian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizal Laely Ikayanti tahun 

2014, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam 

Transaksi Elektronik”. Kajian ini membahas tentang hak-hak konsumen, baik dari 

segi hukum, konsep dan pandangan Islam.15 

Kajian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nofa Syam, mahasiswa 

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk 

Makanan Berlabel Halal (studi terhadap peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam)”. Kajian ini membahas tentang hukum positif di Indonesia yang 

mengatur tentang perlindungan konsumen muslim terhadap produk kemasan 

berlabel halal dan juga pandangan syariah terhadap hukum perlindungan 

konsumen muslim di Indonesia.16 

Kajian keempat, penelitian yang dilakukan oleh Elief Fadhilatul Aulia 

tahun 2014, mahasiswa fakalutas syariah dan ilmu hukum IAIN Tulungagung 

yang  berjudul “Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah 

                                                           
14 Darmawan Febri Padmono, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas 

Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsume, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2014). 

 
15 Rizal Laely Ikayanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen 

Dalam Transaksi Elektronik,  (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2014). 

 
16 Nofa Syam, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap 

Produk Makanan Berlabel Halal studi terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). 
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Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Jepun 

Kecamatan Tulangagung Kabupaten Tulangagung)”. Kajian ini membahas 

tentang hak konsumen dan produsen dari perlindungan konsumen dan hubungan 

hukum antara produsen dan konsumen pada makanan kemasan industri rumah 

tangga.17 

Berdasarkan  beberapa paparan karya ilmiah di atas, terdapat beberapa 

perbedaan, yaitu dalam skripsi ini penulis memfokuskan masalah kepada cara 

pengelolaan suatu perusahaan dan keabasahan label halal yang didapatkan oleh 

perusahaan.  

1.6. Metodelogi Penelitian 

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, diperlukan cara-cara untuk 

memahami karya tersebut. Karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan 

objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu yang sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas.18 Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

1.6.1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Merupakan penelitian 

yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan 

menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan seluruh data yang berhubungan 

                                                           
17 Elief Fadhilatul Aulia, Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri 

Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus di Kelurahan Jepun Kecamatan 

Tulangagung Kabupaten Tulangagung, (Fakalutas syariah dan ilmu hukum IAIN Tulungagung: 

2014). 

 
18 Cholid Narbukho dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2003), hlm. 3. 
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dengan penulisan ini dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati 

langsung serta penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki.19 

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah pendekatan kualititaf, yang dimaksud dengan penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.20 

1.6.2. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian ini baik itu data 

primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian 

kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). 

1.6.2.1. Penelitian kepustakaan atau library research  

Data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini diperoleh 

dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu al-Qurānul 

karim dan Hadits, dan juga dengan cara mengkaji buku-buku, internet dan 

artikel lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu dengan 

menjabarkan pembahasan yang ada dan menjelaskan secara rinci. 

1.6.2.2. Penelitian lapangan atau field research 

Penelitian lapangan, peneliti lakukan dengan cara meneliti 

langsung ke Perusahaan Nozy Juice untuk mendapatkan data-data dan 

penjelasan tentang objek penulisan yang akan penulis kaji. 

                                                           
19 Burhan Bungin, Anilisis Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 

hlm. 52. 

 
20 Basrowi dan Suandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 142. 
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1.6.3. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan 

dokumentasi. 

1.6.3.1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara tanya jawab 

dengan narasumber langsung yang bersangkutan yaitu Direktur beserta 

karyawan-karyawan Perusahaan Nozy Juice yang ada di Aceh. Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara tidak 

terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar 

yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat 

diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih 

banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah sebagai pengemudi 

jawaban responden, jenis penelitian ini cocok untuk penelitian kasus.21 

 

1.6.3.2. Dokumentasi 

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku tentang perlindungan konsumen 

dan peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan pokok masalah 

penelitian serta dokumen-dokumen yang dinilai perlu untuk penelitian ini. 

 

 

 

                                                           
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta), Cet ke 14, 2010), hlm. 270. 
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1.6.4. Instrument pengumpulan data 

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah.22 Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara dan dokumentasi, yang mana teknik wawancara menggunakan 

pedoman wawancara guna untuk melakukan tanya jawab dengan Direktur beserta 

karyawan-karyawan Perusahaan Nozy Juice untuk memperoleh data dan 

informasi untuk penelitian, dan juga teknik dokumentasi yang mana dalam teknik 

ini penulis membuat pedoman dokumentasi yang memuat garis besar atau 

kategori buku, jurnal, undang-undang yang terkait dan sejenisnya guna 

memperoleh data yang lengkap untuk mendukung penulisan skripsi ini. 

 

1.6.5. Metode analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif, yaitu dengan analisis data berupa konsep-konsep, pendapat, 

opini yang diperoleh dari penelitian lapangan dan pustaka yang diolah dan 

dianalisis untuk menjawab permasalahan kemudian diambil kesimpulan dengan 

cara dedukatif yang berhubungan dengan isi dari akhir laporan studi yaitu 

pengelolaan perusahaan Nozy Juice dan label halal yang terakreditasi dari 

pemerintah.23 

                                                           
22 Ibid. hlm. 203. 

 
23 Nana Sudjana, Tuntunan Karya Ilmiah, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1991), Cet ke 2, 

hlm. 6. 
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1.7. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti skripsi ini, maka 

dipergunakan sistematika pembahasan dalam empat(4) bab. 

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua, merupakan bab yang membahas tentang pengertian 

perlindungan konsumen, perlindungan konsumen dalam hukum Islam, 

perlindungan konsumen dalam hukum Positif, dasar hukum perlindungan 

konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum Islam, dasar 

hukum perlindungan konsumen dalam hukum Positif, hak-hak konsumen, 

hak-hak konsumen dalam hukum Islam, hak-hak konsumen dalam hukum 

Positif. Selanjutnya labelisasi halal, pengertian label, pengertian halal dan  

pengertian labelisasi halal. 

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas mengenai profil 

perusahaan Nozy Juice, pengelolaan usaha perusahaan Nozy Juice dan 

perusahaan Nozy Juice mendapatkan label halal yang terakreditasi oleh 

pemerintah. 

Bab empat, merupakan bab penutup. Dalam bab ini akan 

dikemukakan kesimpulan yang di ambil dari bab-bab sebelumnya dan juga 

beserta saran dari penulis. 
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BAB DUA 

 

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 

LABELISASI HALAL 

 

 

2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

2.1.1. Perlindungan konsumen dalam hukum Islam 

Pengertian perlindungan konsumen dalam Islam adalah upaya untuk 

menjamin keselamatan konsumen serta  upaya untuk melindungi hak-hak 

konsumen untuk menghindari konsumen dari para pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran, baik dari segi mutu dan kualitas serta dari harga barang. Disamping 

itu juga konsumen harus mematuhi kewajibannya yaitu dengan tidak melanggar 

hak-hak pelaku usaha, karena dalam Islam dilarang untuk saling mendhalami. 

Seperti yang disebutkan dalam al-Qurān surah al-Baqarah, yang berbunyi: 

....     

Artinya:“….Kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya”. (QS. Al-

Baqarah: 279). 

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting  dalam hukum 

Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai 

hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara 

luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka 

perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syari’at Islam merupakan 

kewajiaban Negara. 
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Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek 

perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen 

dapat ditemukan dari praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 

Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk 

Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya 

dalam berbisnis.
24

 

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau sebagai 

pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang 

tidak adil dan mengarah pada kedhaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti 

penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang 

produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.
25

 

Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika 

beliau memerintah di Madinah antara lain : 

1. Talaqqi Rukban, adalah mencegat pedagang yang membawa barang 

dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. 

2. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat 

gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku. 

3. Bai‟al-gharar, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak 

adanya kepastian. 

4. Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga 

dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas 

baik. 

                                                           
24 Jusmaliani, dkk, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 49. 

25 Ibid, hlm. 42-43. 
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5. Bisnis Najasy, adalah peraktik berbisnis di mana seseorang berpura-

pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang 

disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk 

menaikkan harga barang. 

6. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah 

dilarang dan diharamkan oleh Al-qurān dan sunnah. 

7. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis. 

8. Ṭaṭfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan 

dijual.
26

 

Dari praktek-praktek bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik benang 

merah, bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung 

nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu 

belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan 

transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis.
27

 

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan yang bahwa perlindungan konsumen 

dalam Islam merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan 

konsumen dalam mengkonsumsi dan membeli suatu barang atau produk dan 

pelaku usaha dituntut untuk senantiasa berlaku adil dan jujur sehingga tidak 

merugikan konsumen dan terjaga hak-hak konsumen dan juga pelaku usaha. 

Sekalipun dalam Islam tidak menyebutkan secara khusus tentang perlindungan 
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 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 

2013), hlm. 50. 
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 Jurnal IUS Universitas Mataram, Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif 

Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, diakses 10 Januari 2017 Pukul 13.05. 
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konsumen, namun prakteknya sudah ada sejak zaman Rasulullah dalam hal 

melindungi kepentingan konsumen dan juga pelaku usaha. 

2.1.2. Perlindungan konsumen dalam hukum Positif 

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus 

dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat, 

mengingat dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman 

modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di 

Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia. 

Pengertian Perlindungan Konsumen Indonesia disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1, yang 

berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.” Rumusan 

pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup 

memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan 

sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan 

perlindungan Konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi 

konsumen.
28

 

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan 

perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk 

memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena 
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penggunaannya, maka  hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai 

hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam 

rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum 

perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara 

mempertahankan hak dan kewajiban itu.
29

 

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah 

mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan 

hukum perlindungan konsumen. AZ. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah 

itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari 

konsumen.
30

 Hukum Konsumen menurut beliau adalah “Keseluruhan asas-asas 

dan kaidah-kaidah hukum yang  mengatur hubungan dan masalah antara berbagai 

pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam 

pergaulan hidup”. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian 

dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat 

mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.
31

 

Dapat kita pahami yang bahwa perlindungan konsumen dalam hukum 

positif sangat penting sehingga melahirkan Undang-Undang yang mengatur 

tentang perlindungan konsumen yang kita sebut sekarang ini UUPK. Dalam 

UUPK perlindunagn konsumen telah diatur sedemikian rupa sehingga konsumen 

bisa merasa nyaman dan aman. 
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2.2.Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 

2.2.1. Dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum Islam 

Berbicara dasar hukum perlindungan konsumen, dalam Islam dasar hukum 

perlindungan konsumen terdapat dalam ayat-ayat al-Qurān dan Hadist. Salah 

satunya adalah ayat 279 dalam surah al-Baqarah, yang berbunyi: 

                         

              

Artinya:“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), 

maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak 

pula dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 279).  

 

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit 

mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Diakhir ayat disebutkan tidak 

menganiaya dan tidak dianiaya (tidak mendhalimi dan tidak pula didhalimi). 

Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah 

perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk 

saling mendhalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan 

dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep 

bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung 

tinggi kejujuran dan keadilan.
32
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Dalam ayat lain bentuk perlindungan konsumen ditunjukkan dalam surah 

al-Muṭaffifin ayat 1-3, yang berbunyi: 

                          

             

Artinya:“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (QS. Al-

Muṭaffifin: 1-3). 

 

Ayat di atas menggambarkan perilaku pelaku usaha yang seringkali dalam 

setiap praktek perdagangan penjual melakukan penipuan terhadap konsumen 

dalam hal takaran. Dalam hal ini penjual sengaja mengurangi bobot barang yang 

dijual dari ukuran yang seharusnya diterima oleh pembeli sesuai harga yang telah 

disepakati. Apabila hal ini terjadi, sama halnya penjual merampas hak pembeli 

dengan jalan menipu dan tidak transparan, padahal mereka seharusnya menerima 

haknya secara utuh sebagaimana mestinya. Justru karena itu sangatlah wajar 

apabila al-Qurān mengancam kepada para pelaku usaha yang mempermainkan 

timbangan dengan siksa akhirat, karena akibat dari perbuatannya itu akan 

merugikan orang lain. Bisa jadi, perbuatan penjual itu tidak diketahui oleh 

pembeli sendiri, namun di balik itu tentu Allah SWT menyaksikan perbuatan 

curang itu dan akan menghukumnya dengan siksa akhirat yang sangat pedih.
33

  

Dalam hal untuk melindungi konsumen dan melarang pelaku usaha untuk 

melakukan penipuan, Nabi Muhammad SAW bersabda: 
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ٍُ عَثْذِ الْْعَْهَٗ  ثَُاَ عَثْذُ الْْعَْهَٗ تْ ُّ٘ حَذَّ ادٍ انْثصَْزِ ًَّ ٍُ حَ ثَُاَ ُٕٚسُفُ تْ حَذَّ

ٌَ ٚثُاَٚعُِ  كَا َٔ ِّ ضَعْفٌ  ٌَ فِٙ عُقْذَتِ ٌَّ رَجُلًا كَا ٍْ أََسٍَ أَ ٍْ قتَاَدَجَ عَ ٍْ سَعِٛذٍ عَ عَ

 ِّ ْٛ ِ احْجُزْ عَهَ سَهَّىَ فقَاَنُٕا ٚاَ رَسُٕلَ اللََّّ َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ َّٙ صَهَّٗ اللََّّ ا انَُّثِ ْٕ ْْهَُّ أتََ ٌَّ أَ أَ َٔ

ِ إَِِّٙ لََ أصَْثزُِ  سَهَّىَ فََُٓاَُِ فقَاَلَ ٚاَ رَسُٕلَ اللََّّ َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللََّّ ُّٙ اللََّّ  فذََعَاُِ َثَِ

ا عِ عَ عَ عَا ا عَ عَ ا عَ عَ اعَ ا عَ اعَ ا عَ قُانْ ا عِ عَ ا عَ اعَ نْ عَ ا عَ عَ اعَ انْ عِ  عَ
ا انْ   عَ نْ

Artinya:“Telah menceritakan kepada kami (Yusuf bin Hammad Al Bashri) 

telah menceritakan kepada kami (Abdul A'la bin Abdul A'la) dari 

(Sa'id) dari (Qatadah) dari (Anas) bahwa ada seorang laki-laki 

yang lemah dalam akadnya namun ia melakukan jual beli, lalu 

keluarganya datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

seraya berkata: wahai Rasulullah tahanlah ia (untuk tidak 

melakukan jual beli), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

memanggilnya dan melarangnya (jual beli), laki-laki itu berkata: 

wahai Rasulullah sesungguhnya aku tidak bisa menahan (diri) 

dari jual beli, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

jika kamu melakuakan jual beli maka katakana: (silahkan) ini dan 

ini, tidak ada penipuan". (HR. Tirmidzi). 

 

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen juga mengacu kepada 

konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau 

prinsip-prinsi ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan 

konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan 

produksi, hingga akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dari segi 

zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksikan dan tujuan 

mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara’. 

Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin 

dalam al-Qurān surah al-Baqarah ayat 168-169, yang berbunyi :  
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                        

                          

               

Artinya:“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu.Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh 

kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa 

yang tidak kamu ketahui”(QS. Al-Baqarah: 168-169). 

 

Melalui ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi rezki 

kepada semua makhluk-Nya, dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan 

bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka 

bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak 

membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dia juga melarang mereka untuk 

mengikuti langkah dan jalan syaitan dalam jalan-jalannya yang menyesatkan para 

pengikutnya.
34

 

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan 

nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. Fakta 

menunjukkan bahwa Rasulullah telah banyak memberikan contoh dalam 

melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu pula, Rasulullah telah 

meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang pelaksanaan perdagangan yang 

adil dan jujur. Salah satu prinsip yang diletakkan Rasulullah adalah berkaitan 
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dengan mekanisme pasar, dalam transaksi perdagangan kedua belah pihak dapat 

saling menjual dan membeli barang secara ihklas tanpa ada campur tangan, 

intervensi, dan paksaan dalam harga. 

Rasulullah SAW bersabda: 

 ٍِ عِٛمَ تْ ًَ ٍْ إسِْ ا عَ ٛعا ًِ ٍُ حُجْزٍ جَ اتْ َٔ ْٛثحَُ  قتَُ َٔ ٍُ إَُّٔٚبَ  ثَُِٙ ٚحََْٛٗ تْ ٔ حَذَّ

ٍْ أتَِٙ  ِّ عَ ٍْ أتَِٛ عِٛمُ قاَلَ أخَْثزَََِٙ انْعَلًَءُ عَ ًَ ثَُاَ إسِْ ٍُ إَُّٔٚبَ حَذَّ جَعْفزٍَ قاَلَ اتْ

سَهَّىَ يَزَّ عَهَٗ صُثْزَجِ طعََاوٍ فأَدَْخَمَ  َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللََّّ ٌَّ رَسُٕلَ اللََّّ ْٚزَجَ أَ ْزَُ

ٚذََُِ فِٛٓاَ فَُاَنتَْ أصََاتعُُِّ تهَلًَا فقَاَلَ يَا ْذََا ٚاَ صَاحِةَ انطَّعَاوِ قاَلَ أصََاتتَُّْ 

ٍْ غَشَّ  ْٙ ٚزََاُِ انَُّاسُ يَ قَ انطَّعَاوِ كَ ْٕ ِ قاَلَ أفَلًََ جَعَهْتَُّ فَ اءُ ٚاَ رَسُٕلَ اللََّّ ًَ  انسَّ

ْٛسَ يُِِّٙ  رِٔ يسهى)فهََ  

 
Artinya:“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan 

Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu 

Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia 

berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari 

Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, 

lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian 

tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau 

bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya 

menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai 

Rasulullah." Beliau bersabda: „‟ Mengapa engkau tidak 

meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat 

melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku.” (HR. 

Muslim). 

Jadi, dari paparan beberapa dasar hukum di atas baik dalam al-Qurān dan 

Hadist bisa disimpulkan yang bahwa Allah dan Rasulullah melarang para pelaku 

usaha untuk melakukan tindak penipuan dan mengazab pelaku usaha yang 

melakukan kecurangan. Dalam hal ini, untuk melindungi dan menjamin 

keselamatan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu barang atau 

produk dan agar kondisi pasar dalam konteks hukum Islam selalu bersih dan 
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terjaga dari hal-hal yang bersifat merugikan serta konsumen muslim dituntut 

untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan baik.  

2.2.2. Dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum Positif 

Di Indonesia yang menjadi sumber  hukum perlindungan konsumen adalah 

yang pertama Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sumber dari segala 

sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan 

nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis 

sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi 

barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian Undang-

Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya 

disingkat UUPK. Undang-undang ini diundangkan pada Tanggal 20 April 1999 

dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000.
35

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan 

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, 

yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku 

usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak 

konsumen.
36
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UUPK bukanlah satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang 

perlindungan konsumen, tetapi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan 

umumnya  bahwa sebelum UUPK disahkan sebagai undang-undang perlindungan 

konsumen telah ada undang-undang yang materinya memuat perlindungan 

konsumen sehingga UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan 

perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus 

mengintegrasikannya sehingga dapat  memperkuat penegakan hukum di bidang 

perlindungan konsumen.
37

 Berikut ini paparan beberapa undang-undang serta 

peraturan pemerintah yang mendukung dan sejalan dengan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang ada di Indonesia, antara lain:  

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang secara 

garis besar memuat tentang pangan yang bermutu serta pengaturan 

tentang label serta iklan pangan. 

2. PP Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Yang 

mengatur tentang penggunaan label dan label halal serta akibat hukum 

apabila ada pelanggaran dan juga iklan pangan sesuai dengan aturan 

pemerintah. 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal. Keseluruhan UU ini mengatur tentang jaminan produk halal yaitu 

untuk menjamin kehalalan suatu produk yang diproduksikan dengan 

tujuan untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim. 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan konsumen 

dalam UU ini disebutkan dalam pasal 1-3. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan 

Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 

keseluruhan PP ini menyebutkan tentang pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. 

6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 20 yang menerangkan tentang 

prinsip-prinsip dalam bermu’amalah harus sesuai dengan yang 

disyari’atkan dalam Islam. 

7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk 

Halal. Keseluruhannya mengatur tentang jaminan produk halal dan juga 

mekanisme memperoleh sertifikat halal guna untuk melindungi 

konsumen dari produk-produk yang tidak halal di Aceh. 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam upaya memberikan 

perlindungan kepada konsumen menetapkan enam pokok materi yang menjadi 

muatan undang-undang yaitu mengenai larangan-larangan, tanggung jawab 

produsen, tanggung gugat produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian 

sengketa dan tentang ketentuan pidana.
38
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Dalam setiap pembentuk undang-undang biasanya dikenal sejumlah asas 

atau prisip yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut. Asas-asas 

hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksananya.
39

 

Berikut lima asas perlindungan konsumen dalam UUPK pasal 2: 

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

materiil ataupun spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsi atau digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum.
40

  

 

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa dasar hukum dalam 

rangka melindungi dan menjamin keselamatan keselamatn konsumen, didasari 

oleh UUPK dan undang-undang lain yang mendukung demi terjaganya hak-hak 

konsumen dan juga demi terciptanya iklim pasar yang baik tanpa adanya 

kecurangan dan penipuan terhadap produk-produk yang diperjual belikan. Dengan 

landasan yuridis yang kokoh dan kuat tersebut di atas maka hendaknya 

perlindungan konsumen dapat dilaksanakan dengan baik dan benar agar mampu 
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menjadi sebuah solusi besar guna mendongkrak perkembangan dan penegakan 

kepentingan konsumen di Indonesia. 

2.3.  Hak-Hak Konsumen 

2.3.1. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam 

Dalam hukum islam hak-hak konsumen disebutkan ke dalam khiyār. 

Khiyār adalah hak untuk memilih antara melangsungkan akad atau 

membatalkannya.
41

 Diantara hak-hak Khiyār yang ada dalam hukum Islam, ada 

tiga hak khiyār yang dapat melindungi konsumen, yaitu:
42

 

a. Khiyār Majlīs adalah kedua belah pihak yang melakukan akad 

mempunyai hak pilih unutk meneruskan atau membatalkan akad jual 

beli selama masih berada dalam satu tempat. 

Landasan dasar dibolehkan khiyār ini adalah berdasarkan sabda Nabi 

Muhammad SAW, yang berbunyi: 

ِِ قاَلَ  ٍْ جَذِّ ِّ عَ ْٛ ٍْ أتَِ ْٛةٍ عَ زٔ اتٍْ ُ عَ ًْ ٍْ عَ لَ اللَِّ صَهَّٗ اللَّ : عَ ْٕ ٌَّ رَسُ أَ

سَهَّىَ قاَلَ  َٔ  ِّ ْٛ لََ : عَهَ َٔ ٌَ صَفْقحََ خِٛاَرٍ  ٌْ تكَُٕ قاَ إلََِّ أَ ٌِ تاِنْخِٛاَرِ يَا نىَْ ٚتَفَزََّ انْثَِّٛعَا

ٌْ ٚسَْتقَِٛهَُّ  ٌْ ٚفُاَرِقَ صَاحِثَُّ خَشْٛحََ أَ رٔاِ انتزيٛذٖ ٔانُسائٙ– ٚحَِمُّ نَُّ أَ  

Artinya:“Dari Amr bin Syu‟aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya 

Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) 

hak khiyār selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli 

dengan akad khiyār, maka seorang di antara mereka tidak boleh 

meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. 

Tirmidzi dan Nasa‟i). 
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b. Khiyār „Aib adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan 

akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan 

dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. 

Dasar hukum khiyār „aib adalah: 

سَهَّىَ قاَلَ  َٔ  ِّ ْٛ َّٙ صَهَّٗ اللَّ عَهَ ٌَّ انَُّثِ لََ ٚحَِمُّ :  أَ َٔ سْهىِِ  ًُ سْهىُِ أخَُٕ انْ ًُ انْ

َُّ نَُّ  ْٛةٌ إلََِّ تََُّٛ ِّ عَ ا فِٛ ْٛعا ِّ تَ ٍْ أخَِٛ سْهىٍِ تاَعَ يِ ًُ رٔاِ أحًذ ٔاتٍ ياجح )نِ

 ٔغٛزِ

Artinya:“Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan 

muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang 

muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada 

barang tersebut terdapat „aib/cacat melainkan dia harus 

menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daraquthni, al-

Hakim dan ath-Thabrani). 

 

c. Khiyār Syarat adalah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang 

berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad 

selama dalam tanggung waktu yang disepakati bersama. 

Landasan hukum yang membolehkan Khiyār syarat: 

ز  ًَ ٍِ عُ ٍْ اتْ ٍْ َاَفعٍِ عَ َٔ سَهَّىَ قاَلَ : عَ  ِّ ْٛ لَ اللَّ صَهَّٗ اللَّ عَهَ ْٕ ٌَّ رَسُ : أَ

ْٛعَ انْخِٛاَرِ  قاَ إلََِّ تَ ِّ يَا نىَْ ٚتَفَزََّ ا تاِنْخِٛاَرِ عَهَٗ صَاحِثِ ًَ ُُْٓ احِذٍ يِ َٔ ٌِ كُمُّ  انَْثَِّٛعَا

رٔاِ يسهى–   

Artinya:“Dari Nafi‟ dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw 

bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing 

mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman 

akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli 

dengan menggunakan akad khiyār”. (HR. Muslim). 
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Sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen, Ahmad Azhar Basyir 

dalam bukunya menyebutkan bahwa fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan lain oleh al-qur’an dan sunnah Rasul. 

b. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan mudharat dalam masyarakat.  

c. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur 

paksaan. 

d. Muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, 

menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan 

dalam kesempitan.
43

 

Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi 

yang menyesatkan, serta memberi hak atas keselamatan, dan kesehatan, hak untuk 

memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan 

advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.   

2.3.2. Hak-hak konsumen dalam hukum Positif 

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, 

sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang 

mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik saja melainkan kepada hak-hak 
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yang bersifat abstrak. Jadi perindungan konsumen sangat identik dengan 

perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. 

Di dalam Bab III Pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah sebagai berikut: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang 

dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan    

jaminan barang dan/atau jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.
44

 

 

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran 

yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak 

asasi manusia, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia 

dalam perkembangan di masa yang akan datang.
45

 

Dari uraian tentang hak-hak konsumen maka penulis berkesimpulan, 

bahwa apa saja yang menjadi hak konsumen maka bagi pelaku usaha akan 

menjadi kewajibannya. Begitu banyak hak-hak konsumen yang diatur oleh UUPK 
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yang diharapkan bisa menjadi penghalang yang besar untuk pelaku usaha dalam 

melakukan kecurangan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. 

2.4. Labelisasi Halal 

2.4.1. Pengertian label 

Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, 

label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan 

komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan keterangan 

legalitas.
46

  

Adapun sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen 

untuk mengetahui produk yang akan dibeli mengandung unsur-unsur yang 

diharamkan atau membahayakan kesehatan konsumen, adalah sebagai berikut:  

a. Keterangan bahan tambahan  

Bahan tambahan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama 

yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.
47

 Kebanyakan produsen tidak 

merinci jenis bahan-bahan tambahan yang digunakan. Biasanya digunakan istilah-

istilah umum kelompok seperti stabilizer (jenis bahan seperti bubuk pati dan 

dextrin dan lainya yang dapat menstabilkan dan mengentalkan makanan dengan 

suhu kelembaban yang lebih tinggi),
48

 pewarna, flavor, enzim (senyawa protein 

yang digunakan untuk hydrolysis atau sintetis bahan-bahan organik yang 
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digunakan untuk bahan makanan),
49

 antoi foaming, gelling agent, atau hanya 

menyantumkan kode Internasional E untuk bahan tambahan makanan padahal, 

bahan-bahan tersebut rawan haram. 

b. Komposisi dan nilai gizi  

Kandungan zat-zat serta jumlahnya, yang harus terdapat di dalam pangan 

tersebut, baik berupa zat gizi maupun non-gizi.
50

 

c. Batas kedaluwarsa 

Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kedaluwarsa yang 

menyatakan umur pemakaian dan kelayakan pemakaian atau penggunaan produk. 

Menurut PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 27 Ayat 2 

berbunyi: “Baik digunakan sebelum tanggal sesuai dengan jenis dan daya tahan 

produk yang bersangkutan”. Sedangkan Ayat 3 berbunyi “Dalam hal produk 

pangan yang kadaluwarsa lebih dari tiga bulan dibolehkan hanya mencantumkan 

bulan dan tahun kedaluwarsa saja”.
51

 

d. Keterangan legalitas  

Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah tedaftar di 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), berupa kode nomor 

registrasi. Kode MD (Makanan Produksi Dalam Negeri, kode ini diberikan kepada 

produsen makanan dan minuman bermodal besar yang diperkirakan mampu untuk 

mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah) 
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dan SP (Surat Penyuluhan merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada 

pengusaha kecil dengan modal dan pengawas diberikan oleh Dinas Kesehatan/ 

Kodya, sebatas penyuluhan) adalah untuk makanan lokal dan ML (Makanan 

Produksi Luar Negeri, kode ini diberikan untuk produk makanan dan minuman 

olahan yang berasal dari produk impor, baik berupa kemasan langsung maupun 

dikemas ulang) untuk makanan impor. Namun masih banyak produk yang 

berlabel halal, akan tetapi tidak terdaftar sebagai produk yang telah disertifikasi 

halal, hal ini khususnya produk yang berkode SP atau tidak berkode sama sekali.  

Untuk produk-produk yang demikian, maka pengetahuan konsumen yang 

menentukan apakah diragukan kehalalannya atau tidak, jika ragu-ragu maka sikap 

yang terbaik adalah tidak membeli produk yang diragukan kehalalannya.
52

 

Di samping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai 

pengertian berbeda antara lain: 

a. Label produk (product label) adalah bagian dari pengemasan sebuah 

produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan 

produk.  

b. Label merek (brand label) adalah nama merek yang diletakkan pada 

pengemasan produk.  

c. Label tingkat (grade label) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa 

terdiri dari huruf, angka atau metode lainya untuk menunjukkan tingkat 

kualitas dari produk itu sendiri.  
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d. Label deskriptif (descriptive label) mendaftar isi, menggambarkan 

pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainya.
53

 

2.4.2. Pengertian halal 

Islam datang ketika umat manusia dalam keadaan yang tidak stabil (zaman 

jahiliyah) dalam mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan tidak teratur serta 

tidak tahu apa hukumnya, pada saat itu umat manusia dalam kebodohan oleh 

karena itu Allah menurunkan agama Islam untuk mengatur kehidupan umat 

manusia di bumi (mengatur makanan yang halal dan yang dilarang oleh Allah).
54

  

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam.  Seperti 

yang telah terkandung dalam firman Allah surah Al-baqarah ayat 88, yang 

berbunyi: 

                         

Artinya:“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 

Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah 

yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al-baqarah: 88). 

Sedangkan yang dimaksud dengan makanan halal menurut Himpunan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah makanan yang dibolehkan memakannya 

menurut ajaran Islam.
55
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Adapun syarat-syarat produk makanan halal menurut syari’at Islam antara 

lain adalah sebagai berikut: 

a. Halal zatnya artinya halal dari hukum asalnya misalkan sayuran. 

b. Halal cara memperolehnya artinya cara memperolehnya sesuai dengan 

syari’at Islam misalkan tidak dengan mencuri. 

c. Halal dalam memprosesnya, misalkan proses menyembelih binatang 

dengan syari’at Islam misalkan dengan membaca basmalah.
56

 

d. Halal dalam penyimpananya, tempat penyimpananya tidak mengandung 

barang yang diharamkan seperti, babi dan anjing (binatang yang 

diharamkan oleh Allah).  

e. Halal dalam pengangkutanya, misalkan binatang yang mati dalam 

pengangkutan sekalipun baru sebentar, tidak boleh ikut disembelih dan 

dikonsumsi oleh manusia. 

f. Halal dalam penyajianya, artinya dalam penyajian tidak mengandung 

barang yang diharamkan menurut syari’at Islam.
57

 

Dalam al-Qurān, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang sifatnya halal lagi baik. Firman Allah dalam surah 

al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi: 
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 Majelis Ulama Indonesia: LPPOM MUI Bali, Pengertian Halal dan Haram Menurut 

Ajaran Islam, (http://www.halalmuibali.or.id/?p=56), diakses tanggal 27 Desember 2016. 

 
57

 Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonensia, 

(Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm 17. 

http://www.halalmuibali.or.id/?p=56


41 
 

 
 

                        

                

Artinya:“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 168). 

 

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. 

Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan 

ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh.  Kata ṭayyib dari 

segi bahasa berarti lezat, baik, sehat dan menentramkan. Sedangkan dalam 

konteks makanan, makanan yang ṭayyib artinya makanan yang baik, baik dalam 

arti bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat 

dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat dan 

mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu termasuk dalam 

kategori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah 

berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikkan, tidak membusuk 

(rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan.
58

 

Adapun persyaratan makanan yang thayyib (bergizi) menurut ilmu gizi 

adalah yang memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1. Memberi kepuasan jiwa meliputi:  

a. Memberi rasa kenyang  

b. Memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa  
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 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan 

Nasional dengan Syari‟ah, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 197. 
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c. Memenuhi kebutuhan sosial budaya   

2. Memenuhi fungsi fisiologis meliputi:  

a. Memberikan tenaga. 

b. Mendukung pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan.  

c. Mendukung pembentukan sel-sel atau bagian sel-sel untuk 

menggantikan yang rusak. 

d. Mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan serta 

asam basa (regulatory mechanism). 

e. Berfungsi dalam pertahanan tubuh (defence  mechanism).
59

 

Agama Islam merupakan agama yang sangat bijak dalam mengatur 

umatnya agar tidak memakan makanan yang haram dengan menjelaskan semua 

yang halal dimakan maupun yang diharamkan. Allah telah menciptakan bumi 

lengkap dengan isinya agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-

langkah syaitan yang selalu menggoda umat manusia untuk mengikuti jalannya.
60

 

2.4.3. Pengertian labelisasi halal  

Labelisasi Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada 

kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus 

sebagai produk halal.
61

 Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan 

produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses 
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 Ahsin W, Fiqih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 164-166. 

 
60 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Semarang: PT. Bina 

Ilmu, 1993), hlm. 53. 
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pembuatanya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut 

bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainya termasuk bahan produksi 

yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya 

dilakukan sesuai dengan syari’at Islam serta memberikan manfaat yang lebih dari 

pada mudharat (efek).
62

 

Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahaan yang sudah 

menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:  

a. Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah 

disembelih  

b. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat 

dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunanya.  

c. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak 

atau bersih dan mengalir  

d. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang 

atau bahan yang najis atau haram.
63

 

Undang-Undang No. 7 tahun 1996 Tentang Pangan menyebutkan bahwa 

keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat 

Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantumanya pada 

label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi 

pangan dan atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk 

                                                           
62 Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal, 

(Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 131.  
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diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi 

umat Islam. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Keterangan halal tersebut 

dimaksudkan agar masyarakat (umat Islam) terhindar dari mengkonsumsi pangan 

yang tidak halal (haram).
64

 

Namun, untuk menggunakan label halal pada kemasan produk harus 

mempunyai serifikat halal, untuk perusahaan yang ada di wilayah Aceh serifikat 

halal dikeluarkan oleh pihak LPPOM MPU Aceh. Sertifikat halal adalah fatwa 

tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan sidang Komisi Fatwa 

yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan 

oleh LPPOM MPU Aceh.
65

 

Dewasa ini, MPU satu-satunya lembaga Sertifikasi Halal, sedangkan 

LPPOM sebagai perangkat lembaga sertifikasi berperan sebagai lembaga 

pemeriksa yang ada di Aceh. Komisi fatwa salah satu komisi pada MPU Aceh 

yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum 

suatu kasus tertentu. Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh 

Komisi Fatwa tentang status hukum terhadap masalah tertentu.
66
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Adapun tugas dan fungsi serta wewenang dari LPPOM MPU Aceh 

disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Bab III Pasal 12-14, LPPOM 

MPU Aceh mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal, 

b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan 

SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal), 

c. Sosialisasi dan penyadaran Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku 

Usaha, 

d. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap 

penyelenggaraan Produk Halal, 

e. Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi 

Produk Halal. 

f. Membangun sistem teknologi informasi dan database Produk Halal 

yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
67

 

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 

LPPOM MPU Aceh berfungsi: 

a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal, 

b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan penyelenggaraan SJPH, 

c. Sosialisasi dan penyuluhan Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku 

Usaha, 

d. Pembinaan masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan 

Produk Halal, 

e. Pengelolaan sistem teknologi informasi dan database Produk Halal.
68

 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

LPPOM MPU Aceh berwenang: 

a. Merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH, 

b. Mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan 

telah lulus sertifikasi, 

c. Menerapkan  norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH, 

d. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan 

Label Halal pada produk, 

e. Mengumumkan daftar Produk Halal secara berkala, 
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f. Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan, 

g. Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal, 

h. Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH, 

i. Menetapkan bentuk logo Halal Aceh, 

j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang 

penyelenggaraan SJPH, 

k. Melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha, 

l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu 

terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh, 

m. Menyebarluaskan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, 

dan produk haram.
69

 

Adapun tata cara sertifikasi halal bagi produsen yang ingin mencantumkan 

label halal pada produknya, disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 

dalam Bab V Pasal 28-31, sebagai berikut: 

1. Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis 

kepada LPPOM MPU Aceh. 

2. Persyaratan permohonan sertifikasi halal ditetapkan oleh LPPOM MPU 

Aceh. Berikut ini syarat-syarat yang ditetapkan oleh LPPOM MPU 

Aceh. 

Syarat administrasi: 

a. Surat permohonan  yang ditandatangani oleh pemilik/pimpinan 

perusahaan ditandatangani di atas materai Rp 6000. 

b. Dokumen manual sistem jaminan halal (SJH) perusahaan. 

c. Surat pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur-unsur haram dan 

najis dan ditanda tangani di atas materai 6000. 

d. Surat keputusan pengangkatan auditor halal internal (AHI) oleh 

Pemilik/Pimpinan Perusahaan. 

e. Daftar bahan baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal. 

f. Komposisi bahan baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal. 

g. Photo Copy KTP pemilik/pimpinan perusahaan 1 Lembar. 

h. Photo Copy KTP Auditor Halal Internal 1 Lembar. 

i. Photo Copy sertifikat Halal sebelumnya (untuk perpanjangan 

sertifikat). 

j. Diagram Alir proses produksi untuk produk yang disertifikasi halal. 

k. Peta lokasi dan tata letak/lay out perusahaan.
70
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70 LPPOM MPU Aceh Tentang Persyaratan Pengurusan Sertifikat Halal, 

(http://mpu.acehprov.go.id/), diakses Tanggal 02 Februari 2017. 
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Syarat teknis industri pengolahan: 

a. Bahan utama yang digunakan tidak mengandung babi dan produk 

turunannya  serta alkohol (khamr) sebagai komposisi yang sengaja 

ditambahkan. 

b. Bahan tambahan/penolong harus memiliki sertifikasi halal atau 

diyakini kehalalannya dengan mengetahui asal usul bahan yang 

dimaksud. 

c. Lokasi pabrik, gudang, dan fasilitas produksi harus bersih dan bebas 

dari najis dan binatang haram. 

d. Toilet tidak boleh berada dalam ruang produksi. 

e. Fasilitas produksi harus bebas dari najis dan tidak pernah 

bersentuhan dengan babi/anjing atau bahan yang tidak halal lainnya. 

f. Alat transportasi tidak pernah digunakan untuk babi/anjing atau 

bahan yang tidak halal lainnya. 

g. Jika semua fasilitas yang ada pernah bersentuhan dengan babi/anjing 

dan bahan yang tidak halal lainnya, maka harus disucikan sesuai 

dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam. 

h. Pekerja sehat dan tidak menderita penyakit menular serta memenuhi 

persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. 

i. Pekerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi harus 

beragama islam. 

j. Semua produk pangan tidak boleh bersentuhan/berdekatan dengan 

produk haram lainnya atau sumber kontaminasi najis. 

k. Untuk memastikan keberlangsungan semua proses kegiatan 

produksi, perusahaan wajib melaksanakan Sistem Jaminan Halal 

(SJH).
71

 

3. Auditor LPPOM MPU Aceh dalam memeriksa kelengkapan 

persyaratan sertifikasi halal dapat melakukan uji laboratorium. 

4. Hasil pemeriksaan dan uji laboratorium diserahkan kepada MPU Aceh  

untuk diterbitkan sertifikat halal. 

5. LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal 

untuk produk yang dinyatakan lulus Sertifikasi Halal. 

6. Sertifikat halal dan/atau logo halal diserahkan kepada Pelaku Usaha. 

7. Sertifikat Halal berlaku paling lama tiga tahun sejak diterbitkan oleh 

LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan 

komposisi bahan. 
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8. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan 

mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal paling lambat tiga bulan 

sebelum berakhir masa berlaku.
72

 

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa, label halal sangat penting 

untuk konsumen muslim agar tidak mengkonsumsi produk yang haram menurut 

pandangan syari’ah Islam dan untuk bisa menggunakan label halal pada kemasan 

suatu produk maka pihak pelaku usaha terlebih dahulu harus mempunyai sertifikat 

halal, yang mana untuk memperoleh sertifikat halal tersebut harus mengikuti 

semua prosedur yang ditetapkan oleh pihak yang mengeluarkannya, dalam hal ini 

yang mengeluarkan sertifikat halal yaitu LPPOM MPU Aceh. Begitu banyak 

mekanisme yang di tetapkan oleh pihak LPPOM MPU Aceh dan juga Qanun 

Aceh Nomor 8, sehingga bisa kita pahami yang bahwa untuk mendapatkan 

sertifikat halal tidaklah mudah, pelaku usaha harus mengikuti semua 

mekanismenya apabila ingin mendapatkan sertifikat halal dan diakui yang bahwa 

produknya halal untuk konsumen muslim  dan produk yang sudah mendapatkan 

sertifikat halal sudah terjamin kehalalannya dan bisa untuk dikonsumsi oleh umat 

Islam khususnya. Karena dalam Islam sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi 

makanan yang halal serta baik untuk kesehatan. 
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BAB TIGA 

 

ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

TERHADAP PRODUK BERLABEL HALAL STUDI PADA 

PERUSAHAAN NOZY JUICE LAMBARO SKEP BANDA ACEH 

 

3.1. Profil Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh 

Perusahaan Nozy Juice adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

produksi jus (juice) siap saji dalam bentuk botol. Jus yang diproduksikan ada 

bermacam-macam rasa, diantaranya ada rasa guava, alpukat, sirsak, kacang hijau, 

blueberry squash, kacang kedelai, thai green tea, orange pulpy, jagung, terong 

belanda, wortel dan mangga. Perusahaan tersebut beralamatkan di Jl. Mujahidin Lr. 

Beringin No.15 Gp. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. 

Perusahaan Nozy Juice mulai beroperasi pada tahun 2008 di Lambaro Skep 

Banda Aceh. Pada awalnya produk yang diproduksikan hanya guava saja, tujuan 

memproduksikan jus tersebut hanya terbatas untuk minuman orang yang diserang 

penyakit demam berdarah dan juga pada saat itu belum memilik izin dari BPOM 

(pihak yang mengeluarkan surat pernyataan aman dan bisa untuk dikonsumsi dengan 

pernyataan Dinas Kesehatan) dan LPPOM (pihak yang mengeluarkan label halal). 

Setelah beberapa bulan berjalan barulah pihak perusahaan memproduksikan 

jus dalam banyak rasa buah, keseluruhannya ada 12 rasa buah seperti yang disebutkan 

di atas. 
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Pada tahun 2009 produk yang di produksikan oleh Perusahaan Nozy Juice 

mendapatkan izin dari Dinkes yaitu surat pernyataan yang menyatakan bahwa 

produknya bisa untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau layak untuk dikonsumsi 

karena mengandung bahan-bahan yang tidak berbahaya. 

Setelah beberapa tahun perusahaan tersebut berjalan barulah ada label halal 

yang dikeluarkan sertifikat halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan 

Kosmetika Banda Aceh (LPPOM Banda Aceh) pada tahun 2014. 

Perusahaan Nozy Juice memiliki struktur sebagai berikut: 

Manager Utama 

Muhammad Jacky 

 

 

   

 

 

 

Muhammad Jacky sebagai manger utama sekaligus pemilik perusahaan, yang 

kemudian ada manager yaitu Nora Fitria sebagai pengelola perusahaan, Mulia sebagai 

Manager 

Nora Fitria 

Kabid Produksi 

Mulia 

Kabid Distribusi 

Maulita 
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kepala dalam bidang produksi jus tersebut dan Maulita sebagai kepala bidang 

pendistribusian jus tersebut. 

Pendistribusian produk Nozy Juice melingkupi wilayah Banda Aceh yang 

tempat pendistribusiannya yaitu swalayan-swalayan yang ada di wilayah Banda Aceh 

dan tempat-tempat makan seperti Ayam Lepas. 

Berikut ini adalah gambar produknya: 

 
Gambar 1.1.      Gambar 1.2.                             Gambar 1.3. 

 

3.2. Pengelolaan Usaha Perusahaan Nozy Juice Ditinjau dari UUPK Terhadap 

Produk Berlabel Halal 

Dalam pembahasan bab II telah dipaparkan yang bahwa perlindungan 

konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada Konsumen. Di samping itu perlindungan konsumen 

juga berlandaskan lima azas untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku 

usaha, yaitu azas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan kepastian 
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hukum.73 Dalam hal ini yaitu untuk melindungi konsumen dari produk Perusahaan 

Nozy Juice dengan melihat dan meninjau tata cara pengelolaannya. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa 

konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta 

mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi 

serta jaminan yang dijanjikan, dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.74 

Untuk memenuhi hak-hak konsumen tersebut maka pelaku usaha harus 

memberikan informasi yang kongkrit terhadap produknya dan bisa melayani 

konsumen dengan baik tanpa adanya deskriminatif serta bisa menjamin bahwa 

produknya bermutu dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.75 Agar bisa 

mewujudkan semua itu maka dibutuhkan pengelolaan perusahaan yang baik oleh 

pelaku usaha, yaitu mulai dari tahap produksi, distribusi dan penjualan produknya. 

Pengelolaan dalam tahap produksi, yaitu untuk menjamin keamanan dan 

keselamatan konsumen yang merupakan salah satu hak konsumen berdasarkan 

undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

                                                           
73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, Bab I, Pasal 1. 

 
74  Ibid, Bab III, pasal 4. 

 
75 Ibid, Bab III, pasal 7. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan 

bahwa “produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, 

mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau 

mengubah bentuk pangan.76 Dalam melakukan proses menghasilkan, menyiapkan, 

mengolah, membuat dan mengawetkan tersebut pelaku usaha diwajibkan untuk 

menggunakan bahan baku dan bahan pendukung yang bisa untuk dikonsumsi, aman 

serta berkualitas dalam artian terdapat nilai gizi untuk konsumen serta pengolahan 

yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang tentang pangan.77 

Di samping bahan baku yang baik, aman dan berkualitas diharuskan juga 

untuk halal bagi pelaku usaha yang memproduksikan produk yang halal. Produk yang 

halal bisa diproduksikan dengan menggunakan bahan baku yang halal serta 

pengolahan yang halal sebagaimana yang ditetapkan dalam Islam, yaitu: halal zatnya, 

halal cara mendapatkannya, dan halal dalam prosesnya.78 Dalam proses untuk 

mendapatkan produk yang halal meliputi: bahan baku yang akan digunakan harus 

dibersihkan, bahan pembantu tidak boleh terdapat unsur haram dan turunannya, air 

                                                           
76  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996  Tentang Pangan, Bab I, Pasal 

1. 

 
77 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. 

 
78 Majelis Ulama Indonesia: LPPOM MUI Bali, Pengertian Halal dan Haram Menurut 

Ajaran Islam, (http://www.halalmuibali.or.id/?p=56), diakses tanggal 27 Desember 2016. 

http://www.halalmuibali.or.id/?p=56
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yang digunakan hendaklah air mutlak atau air bersih dan mengalir, dalam proses 

pembuatannya tidak boleh berdekatan dengan barang atau bahan najis dan haram.79 

Apabila para pelaku usaha sudah memenuhi hal yang disebutkan di atas maka 

produk yang diproduksikannya sudah tentu halal dan baik bagi konsumen muslim 

khususnya dan bagi konsumen non-muslim umumnya. 

Dalam temuan lapangan, berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis 

terhadap perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh yaitu dengan melihat 

bahan-bahan yang digunakan oleh perusahaan tersebut ternyata menggunakan bahan 

baku buah-buahan yang masih segar dan bahan pendukungnya hanya menggunakan 

air bersih yang dibeli dari galon air isi ulang terdekat dan gula. Pemilik perusahaan 

Nozy Juice yaitu Muhammad Jacky, mengatakan “saya membuat produk yang hanya 

berbahan buah segar, air dan gula untuk membuat jus yang segar dan alami, 

khususnya bisa menyehatkan karena tanpa bahan pengawet”. Seperti kita tahu yang 

bahwa hanpir semua produk baik dalam kemasan maupun tidak seringkali 

menggunakan bahan pengawet tertentu agar produknya bisa bertahan lama, namun 

sebaliknya bagi perusahaan Nozy juice, mereka tidak menggunakan bahan pengawet 

yang dengan sendirinya produk tersebut tidak tahan lama. Menurut Muhammad 

                                                           
79 Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal, 

(Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 131. 
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Jacky, gula merupakan bahan dasar alami yang bisa mengawetkan makanan, 

meskipun tidak lama.80 

Setelah pelaku usaha melakukan produksi dan akan mendistribusikan 

produknya dan menjual produknya, maka pelaku usaha harus melakukan pengemasan 

produknya agar produk tersebut aman atau tidak tercemar.  

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan disebutkan 

bahwa: setiap orang yang memproduksi pangan yang akan diedarkan untuk 

melakukan pengemasan atau melaksanakan tata cara pengemasan secara benar 

sehingga dapat dihindari terjadinya pencemaran terhadap pangan. Benar tidaknya 

pengemasan yang dilakukan atau tata cara pengemasan yang dilaksanakan, antara 

lain, dapat diukur dari tingkat kehati-hatian yang diterapkan pada saat melakukan 

pengemasan, jenis komoditas pangan yang dikemas, perlakuan khusus yang 

diperlukan bagi pangan tersebut, serta kebutuhan untuk melindungi kemungkinan 

tercemarnya pangan sejak proses produksi sampai dengan siap dikonsumsi. Terhadap 

pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan dan berwenang 

memberlakukan serta mewajibkan pemenuhan persyaratan atau tata cara tertentu 

dalam rangka pengemasan pangan tersebut. Misalnya, pangan yang memiliki kadar 

lemak tinggi dan bersuhu tinggi tidak boleh dikemas dengan menggunakan kemasan 

                                                           
80 Hasil Wawancara dengan Muhammad Jacky Pemilik Perusahaan Nozy Juice pada Tanggal 

12 Januari 2017. 
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plastik karena dapat memberikan peluang lepasnya monomer plastik yang bersifat 

karsinogenik ke dalam pangan dan mencemarinya.81 

Pada perusahaan Nozy Juice ditemukan bahwa dalam proses pengemasan 

masih dalam tahap manual, yaitu produk yang sudah siap diproduksikan dimasukkan 

ke dalam wadah seperti ember, setelah itu baru dimasukkan ke dalam botol seperti 

botol aqua oleh pekerja dan botol tersebut ditutup dengan rapat sehingga apabila di 

tempatkan di tempat terbuka tidak akan masuk debu ke dalamnya. Botol yang dipakai 

untuk mengemas produknya adalah botol yang sudah ada keterangan terkait produk 

yang diproduksi atau label dan juga keterangan halal atau label halal. Keterangan 

tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk 

mereka. Di samping keterangan yang ada pada kemasan produk tersebut, pihak 

perusahaan Nozy Juice juga pernah mengiklankan produk mereka, disamping untuk 

memberikan informasi terkait produk tersebut juga untuk diketahui oleh masyarakat 

luas yang bahwa perusahaan tersebut memproduksi jus siap saji. 

Informasi tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 

penulis dengan pemilik perusahaan, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh 

Muhammad Jacky “produk kami pernah diiklankan di TVRI untuk memberikan 

informasi terkait produk kami dan juga supaya dikenal oleh masyarakat luas”. Dan 

juga hasil pengamatan diperusahaan Nozy Juice. 

                                                           
81 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, 

Pasal 16. 
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Selanjutnya, pengelolaan dalam tahap distribusi, karena tanpa distribusi maka 

produk yang diproduksi suatu perusahaan akan sia-sia atau dengan kata lain 

konsumen tidak bisa membeli produk perusahaan tersebut. 

Dalam tahap ini, pelaku usaha harus memastikan keamanan atas produknya, 

untuk memastikanya pelaku usaha bisa melakukan survey ke tempat-tempat 

pendistribusiannya dan bisa juga memuat keterangan tentang jangka waktu yang baik 

bagi penggunaan produknya yaitu dengan menggunakan kata-kata “baik digukanan 

sebelum” atau “expired date”.82 Namun pada kenyataannya tidak semua produk 

memuat keterangan yang disebutkan tersebut, ada juga perusahaan yang tidak 

memuat keterangan tersebut seperti pada produk perusahaan Nozy Juice. Perusahaan 

tersebut tidak memuat keterangan “baik digunakan sebelum” atau “expired date” 

dikarenakan produk perusahaan tersebut yaitu jus dalam bentuk kemasan botol plastik 

untuk jangka waktu penggunaannya tidak menentu yang disebabkan tidak 

mengandung pengawet makanan yang memungkinkan produk jus tersebut tidak bisa 

digunakan setelah lima jam. Tapi produk jus dari perusahaan Nozy juice tersebut bisa 

bertahan lama bahkan sampai empat belas hari kedepan apabila diletakkan dalam 

pendingin seperti kulkas. 

Oleh sebab itu, pihak perusahaan Nozy Juice melakukan survey atau 

pengecekan ke tempat-tempat mereka distribusikan produk tersebut setiap hari. 

Seperti kata Muhammad Jacky “produk kami hanya tahan lima jam apabila tidak 

                                                           
82 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan 

Konsumen, Pasal 8. 
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dimasukkan ke dalam kulkas, karena produk kami tidak mengandung bahan 

pengawet, tetapi apabila dimasukkan ke dalam kulkas bisa bertahan sampai 14 hari. 

Namun untuk mengantisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan seperti suhu kulkas 

yang  tidak cukup atau bahkan produk kami tidak dimasukkan ke dalam kulkas, maka 

kami melakukan survey setiap hari ke tempat-tempat yang kami distribusikan produk 

kami untuk memastikan produk kami betul-betul aman untuk dikonsumsi”.83 

Disamping melakukan distribusi pelaku usaha juga melakukan penjualan 

sendiri produknya, baik itu dalam bentuk pemesanan atau langsung membuka tempat 

penjualan. 

Pengelolaan dalam tahap penjualan, yaitu bagaimana suatu perusahaan 

mengelola perusahaannya dalam bidang penjualan agar produknya bisa terjual dan 

dibeli oleh konsumen. Konsumen dalam membeli suatu produk mempunyai hak 

untuk dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif serta mendapatkan 

kompensasi ganti rugi apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau sebagaimana mestinya.84  

Pada perusahaan Nozy Juice, mereka melakukan penjualan dengan pemesanan 

dan juga setiap hari libur mereka membuka vend atau lapak penjualan di Lapangan 

Blang Padang Banda Aceh. Sejauh yang penulis amati dan berdasarkan temuan 

lapangan, pihak perusahaan Nozy Juice dalam melakukan penjualan, baik berupa 

                                                           
83 Hasil Wawancara dengan Muhammad Jacky Pemilik Perusahaan Nozy Juice Pada Tanggal 

12 Januari 2017. 

 
84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Bab III, Pasal 4. 
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pemesanan dan juga penjualan langsung di Lapangan Blang Padang tidak melanggar 

hak-hak konsumen, karena disaat konsumen melakukan pemesanan terhadap produk 

tersebut pihak perusahaan mengirim produknya sesuai dengan pemesanan 

konsumennya.  

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan yang 

bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Perusahan Nozy Juice sudah 

memenuhi standard UUPK dan juga hukum Islam, karena produk tersebut berlabel 

halal. Disini penulis tidak menemukan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh 

pihak perusahaan dalam proses pengelolaan usahanya.  

 

3.3. Perusahaan Nozy Juice Mendapatkan Label Halal yang Terakreditasi dari 

Pemerintah 

 

Label halal adalah adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada 

kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai 

produk halal.85 Label halal dikeluarkan oleh pemerintah melalui Lembaga Pengkajian 

Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). 

Label halal ditujukan untuk konsumen sebagai suatu informasi terhadap 

produk yang akan dibeli bahwa halal untuk dikonsumsi. Seperti yang disebutkan 

dalam undang-undang perlindungan konsumen mengenai hak konsumen, yaitu 

konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai suatu produk 

yang beredar dipasaran. 

                                                           
85 Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. 

Pasal 10-11. 
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Untuk bisa mendapatkan label halal dari pemerintah ada mekanisme atau 

tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan yang menginginkannya. 

Mekanisme atau tahapan-tahapan tersebut mulai dari pendaftaran produknya, mengisi 

formulir pengajuan sertifikat halal yang meliputi: penjelasan tentang asal-usul bahan 

baku, proses pembuatan, serifikat halal bahan baku, bahan tambahan, bahan 

penolong. Selanjutnya setelah berkas dikirim ke LPPOM maka tim auditor dari 

LPPOM akan melakukan pemerikasaan ke tempat produksi yang kemudian hasil dari 

pemeriksaan akan diuji dilaboratium dan dievaluasi hasil dan kelengkapan 

persyaratan sertifikat halal dan hasilnya akan diserahkan kepihak MPU Aceh untuk 

diterbitkan sertifikat halal. Kemudian pihak LPPOM mengeluarkan sertifikat halal 

dan logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus sertifikat halal. Sertifikat halal 

bertahan selama tiga tahun dan kemudian wajib untuk diperpanjang tiga bulan 

sebelum berakhir masa berlaku.86 

Dalam survey yang dilakukan oleh penulis terhadap perusahaan Nozy Juice 

Lambaro Skep Banda Aceh, dan melakukan wawancara dengan pemilik perusahaan 

yaitu Muhammad Jacky. Dalam wawancara tersebut Muhammad Jacky menyebutkan 

bahwa “produk kami telah ada label halal yang kami dapatkan dari LPPOM Banda 

                                                           
86 LPPOM MPU Tentang Prosedur Sertifikasi Halal, (http://mpu.acehprov.go.id/), diakses 02 

Februari 2017. 
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Aceh pada 28 Maret 2014 dengan Nomor Sertifikat 14120000330314 dan 

diperpanjang pada 28 Maret 2016”.87  

Dalam wawancara tersebut Muhammad Jacky juga menyebutkan bahwa 

“sebelum diterbitkan serifikat halal, kami harus mengajukan permohonan dan 

melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pihak LPPOM dan kemudian pihak 

LPPOM melakukan survey ke perusahaan kami untuk dilihat cara pengolahan, alat-

alat yang kami gunakan untuk mengolah dan bahan baku yang dipakai beserta bahan 

pendukung”. Kemudian Muhammad Jacky juga melanjutkan “setelah beberapa 

beberapa hari barulah diberitahu bahwa produk yang kami produksikan sesuai dengan 

ketentuan mereka (pihak LPPOM) dan bisa untuk mendapatkan sertifikat halal.”88 

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Perusahaan Nozy Juice 

Lambaro Skep Banda Aceh sudah mengikuti semua prosedur dan syarat-syarat yang 

di tetapkan oleh pihak LPPOM MPU Aceh untuk mendapatkan sertifikat halal dan 

pihak Perusahaan resmi mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh dengan 

Nomor Sertifikat 14120000330314. Jadi, label halal yang ada pada kemasan produk 

Nozy Juice bukan hanya sekedar label halal yang dimuat tanpa adanya izin dari pihak 

LPPOM, akan tetapi label halal tersebut benar-benar label halal yang disahkan oleh 

pihak LPPOM MPU Aceh dan pastinya terjamin halal. 

                                                           
87  Hasil Wawancara dengan Muhammad Jacky Pemilik Perusahaan Nozy Juice Pada Tanggal 

12 Januari 2017. 

 
88 Ibid. Tanggal 12 Januari 2017. 
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BAB EMPAT 

 

PENUTUP 

 

 

4.1. Kesimpulan 

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan pembahasan baik yang 

berdasarkan teori maupun data-data serta hasil penelitian yang penulis dapatkan 

selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

Dalam prakteknya perusahaan Nozy Juice telah memenuhi kewajibannya 

selaku pelaku usaha dengan memberikan rasa aman dan nyaman dengan 

memproduksikan produk yang sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen 

dan hukum Islam yaitu produk yang bermutu dan juga halal untuk dikonsumsi oleh 

konsumen muslim serta memberikan informasi yang benar dan jujur terkait dengan 

keterangan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi dan juga keterangan 

tentang halal yang dimuat pada kemasan serta dalam proses pengemasan juga sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku beserta iklan yang pernah ditayangkan di TVRI. 

Di samping itu juga, dalam mendistribusikan produknya pihak perusahan Nozy Juice 

juga melakukan survey ke tempat-tempat pendistribusian produknya setiap hari untuk 

memastikan produknya benar-benar aman dan layak untuk dikonsumsi serta dalam 

penjualan juga sesuai dengan undang-undang tanpa adanya tindak penipuan dan 

kecurangan. Jadi, pengeloaan Perusahaan Nozy Juice sudah sesuai dengan ketentuan 
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undang-undang perlindungan konsumen dan juga produk tersebut produk yang halal 

dan bisa untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim. 

Di samping itu, Perusahaan Nozy Juice telah memenuhi dan mengikuti 

mekanisme yang ditetapkan oleh LPPOM, dan perusahaan tersebut layak untuk 

diberikan serifikat halal karena dari hasil suvey pihak LPPOM bahan-bahan yang 

digunakan oleh pihak perusahaan serta dengan proses produksinya sesuai dengan 

yang diharapkan oleh LPPOM. Jadi perusahaan Nozy Juice telah mendapatkan label 

halal yang terakreditasi dari pemerintah yang di keluarkan sertifikat halalnya oleh 

pihak LPPOM Banda Aceh dengan No.Sertifikat 14120000330314.  

4.2. Saran 

Untuk akhir dari seluruh tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Menyarankan untuk pemerintah agar membuat suatu pelatihan guna memberikan 

edukasi terhadap hukum perlindungan konsumen mulai dari kota sampai ke desa. 

Karena seperti yang kita tahu kebanyakan masyarakat di pedesaan kurang tahu 

dan bahkan tidak tahu tentang hukum perlindungan konsumen, dengan minimnya 

ilmu yang mereka miliki maka tidak menutup kemungkinan meraka akan menjadi 

target pembodohan dan penipuan oleh para pelaku usaha. 

2. Untuk semua masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli produk dalam 

kemasan, seyogyanya sebelum dibeli untuk dilihat terlebih dahulu label produk 

tersebut dan untuk masyarakat muslim wajib untuk melihat dahulu label halalnya.  
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